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PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR 

Yang memeriksa dan mengadili  perkara tertentu pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 17

Agustus  1983,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat

tinggal  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Provinsi

Bengkulu,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada Julisti  Anwar,  SH, advokat  pada Kantor

Hukum  Julisti  Anwar,  S.H.  dan  Rekan  yang

beralamat  di  Jalan  AK.GANI  Desa  Gunung

Agung,  Kecamatan  Kota  Arga  Makmur

Kabupaten  Bengkulu  Utara,  dengan  domisili

elektronik pada email  julistianwar71@gmail.com,

berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  1

Januari  2024,  yang  terdaftar  di  Register  Surat

Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan

Nomor 6/SK/9/Pdt.G/2024 pada tanggal 3 Januari

2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK xxx,  tempat dan tanggal  lahir  Tanggerang,  02 Juni

1980,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal  di  Kabupaten Bengkulu

Utara  Propinsi  Bengkulu.,  selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  02  Januari

2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga

Makmur  pada  tanggal  3  Januari  2024  dengan  register  perkara  Nomor

9/Pdt.G/2024/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Terguga  telah  melaksanakan  Pernikahan

pada  hari  Minggu,  Tanggal  2  Maret  2003,  bertempat  di  Gunung  Bakti

Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh,  sebagaimana

tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXX,  pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan  Simpang  Kiri  Kota

Subulussalam Provinsi Aceh yang ditandatangani oleh MARWAN Z, S.Ag 

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal di

Kota Subulussalam Provinsi Aceh selama 10 hari dikarenakan pada saat itu

Tergugat  bertugas  di  Polres  Bengkulu  Utara  sehingga  Penggugat  dan

Tergugat bersama-sama tinggal di Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Propinsi Bengkulu;  

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat di Bengkulu Utara tinggal di Perumnasa

Lama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;  

4. Bahwa pada tahun 2011Penggugat  dan Tergugat  memilki  rumah sendiri

yang berlamat di Kabupaten Bengkulu Utara;  

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan di karuniai anak 2 (dua) orang

anak sampai dengan saat ini;  

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis

sebagaimana yang diimpikan dan dicita-citakan setiap insan yang sudah

berumah tangga;  

7. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-

laki dan Perempuan yang bernama:  

1. Laki-laki yang bernama;  anak i yang lahir pada tanggal 25 Desember

2003;  
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2. Perempuan yang bernama;   anak ii  yang lahir  pada tanggal  27 Juni

2009;  

8. Bahwa sesungguhnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis 10 hari pernikahan di Kota Subulussalam Provinsi Aceh, karena

setelah  itu  Penggugat  mengetahui  bahwa  Tergugat  memiliki  kebiasaan

buruk yaitu;   biasa minum-minuman beralkohol  sampai  mabuk-mabukan,

hingga sampai main perempuan;  

9. Bahwa kemudian Penggugat di  dalam mengarungi rumah tangga sangat

ingin hidup rukun dan harmonis seperti layaknya kehidupan rumah tangga

yang harmonis lainnya;  

10.Bahwa  pada  tahun  2009  setelah  anak  ke  2  yang  bernama;   anak  ii

Penggugat dan Tergugat lahir dan Tergugat ada komitmen untuk berubah

kedepannya  dalam  membina  keluarga  yanhg  sakinah  mawa'da  dan

warrohma;  

11.Bahwa  Tergugat  hanya  kurun  waktu  anak  ke  2   berumur  2  (dua)  tahu.

Setelah  itu  prilaku  Tergugat  tidak  berubah  dengan  kebiasaan  tidak

mencerminkan  selaku  imam  keluarga  terbukti  sekira  tahun  2012  ada

seorang  perempuan  datang  kerumah  dan  menyampaikan  kepada

Penggugat bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Tergugat;       

12.Bahwa  selama  lebih  kurang  20  tahun  (dua  puluh  tahun)  pernikahan

Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran

penyebabnya antara lain: 

- Bahwa Tergugat yang tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapat;

- Bahwa Tergugat tidak berhenti minum-minuman dan mabuk-mabukan 

- Bahwa Tergugat tidak berhenti pula main perempuan 

- Bahwa Tergugat semakin parah dibuktikan pada tahun 2021 Tergugat di

adili  dengan  perkara  pidana  yaitu  Narkoba  pada  pengadilan  Negeri

Bengkulu  dengan  Nomor  Perkara.260/Pid.Sus/2021/PN.BGL  dengan

putusan  6  (enam)  tahun  dengan  subsaider  3  (tiga)  bulan  kurungan

penjara dan/atau denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juata

rupiah);  
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13.Bahwa  dari  kejadian-kejadian  tersebut  Penggugat  tetap  berusaha

mempertahankan  bahtera  keluarga  bersama  dalam  berumah  tangga

dengan Tergugat, harapan tidak menjadi masalah yang berkepanjangan;  

14.Bahwa  setelah  peristiwa  dari  kejadian-kejadian  tersebut  pihak  keluarga

sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi usaha tersebut tidak juga berhasil;  

15.Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan kenyataan pada saat Tergugat

masih dalam menjalan pembebasan bersyarat pada saat itu pula Terggugat

kembali  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  dan  diadili  kembali  pada

Pengadilan  Negeri  Arga  Makmur  Perkara  No.89/Pid.Sus/2023/PN.Agm

yang saat ini  sedang menjalani  putusan pidana di  Lapas Kelas IIB Arga

Makmur dengan putusan pidana perkara tersebut selama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan;  

16.Bahwa Tergugat sejak ditangkap dan ditahan pada tanggal 7 Maret 2023

sampai  dengan  saat  ini  Tergugat  masih  di  dalam lapas  Kelas  IIB  Arga

Makmur  dalam  menjalani  hukuman  putusan  Pengadilan  Negeri  Arga

Mamur;  

17.Bahwa  pertengkaran  dan  perselisihan  bahkan  tidak  ada  lagi  kecocokan

dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan

alasan-alasan  yang  dikemukakan  diatas,  sehingga  pada  akhirnya

Penggugat  mengajukan gugatan  cerai  ini  pada  Pengadilan  Agama Arga

Makmur;  

18.Bahwa ikatan perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

diuraikan diatas Penggugat sudah berketetapan hati  untuk berpisah atau

bercerai, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;  

19.Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Gugatan  Penceraian

Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar

pertengkaran yang terjadi  terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

lagi  dalam suatu  ikatan perkawinan,  maka hal  tersebut  telah  memenuhi

unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

pelaksaanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.
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Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  berdasar  hukum

untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;  

20.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam gugatan yang

telah diajukan;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughraa  Tergugat  TERGUGAT  terhadap

Penggugat PENGGUGAT;  

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B

untuk  mengirimkan  salinan  penetapan  talak  satu  ba'in  sughraa  kepada

Kantor  Urusan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  Penggugat  dan

Tergugat  dan  Kantor  Urusan  Agama tempat  pernikahan  Penggugat  dan

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk

itu;  

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

 Subsidair :

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi

Kuasa  Hukumnya  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak  pernah datang menghadap dan tidak  pula  menyuruh orang lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  terbukti  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa

khusus tertanggal  1 Januari  2024 telah pula menyerahkan fotokopi  kartu

tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-

masing telah dicocokkan dengan aslinya;
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Bahwa meskipun  Penggugat telah hadir di  persidangan, namun oleh

karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  maka mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara

dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  secara  maksimal  memberikan

nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat

untuk  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak  berhasil,

selanjutnya  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk  umum  dibacakanlah  surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat  didengarkan,  meskipun  demikian  karena  perkara  a  quo mengenai

perceraian,  maka  kepada  Penggugat  tetap  dibebankan  untuk  membuktikan

dalil-dalilnya;

Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  gugatan Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk

Kependudukan  XXX, yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Dinas

kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bengkulu  Utara.  Bukti

surat  tersebut  telah  di-nazzegelen dengan  meterai  cukup  dan  telah

sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh

KUA Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh, tanggal 07 Maret

2003. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelen dengan meterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat  tinggal  di  Bengkulu Utara,. Saksi  adalah Teman Penggugat

Penggugat,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:
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 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah

tangga terakhir tinggal di  rumah kediaman bersama berlamat di

Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan mereka berpisah;

 Bahwa  Penggugat  dan Tergugat telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  20  (dua  puluh)  tahun  yang  lalu  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  yang

tidak  terbuka  terhadap  penghasilan  yang  didapat,  dipenjara

karena narkoba;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang

bertengkar;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak Maret 2023;

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. saksi  ii,  umur  86  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  tempat

tinggal di Bengkulu Utara. Saksi adalah Teman Penggugat Penggugat,

di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah

tangga terakhir tinggal di  rumah kediaman bersama berlamat di

Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan mereka berpisah;

 Bahwa  Penggugat  dan Tergugat telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  20  (dua  puluh)  tahun  yang  lalu  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  yang

tidak  terbuka  terhadap  penghasilan  yang  didapat  dan  Tergugat

tidak sembuh dari  permasalahan narkoba sehingga pada Maret

2023 ini kembali terjerat kasus narkoba sehingga saat ini harus
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dipenjara  untk  kedua  kalinya  setelah  sebelumnya  pernah

dipenjara pada tahun 2021;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang

bertengkar;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sejak Maret 2023;

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa  dalam  kesimpulannya  Penggugat  menyatakan  tetap  ingin

bercerai  dengan  Tergugat  dan  mohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan

putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini

ditunjuk  kepada  hal-hal  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan  mereka  dilangsungkan  berdasarkan  hukum  Islam,  berdasarkan

Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

beserta  penjelasannya  pada  ayat  (2)  angka  9  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  berikut  penjelasannya  pada  huruf  a

angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka  perkara  ini  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  (absolute

competentie);

Kompetensi Relatif
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Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah

hukum Kabupaten Bengkulu  Utara  sehingga berdasarkan Pasal  73  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang

mengatur  daerah  hukum  pengajuan  perkara  cerai  gugat  yaitu  kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini

yaitu  di  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  dan  terhadap  surat  gugatan

Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi),

maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili  perkara  a quo

(relative competentie);

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan

oleh  pihak  yang  beragama  Islam  dan  atau  peristiwa  hubungan  hukum

perkawinan  yang  dilakukan  para  pihak  beragama  Islam,  oleh  karena

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dan  ditambah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing mengajukan

gugatan perceraian ini;

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  memeriksa  syarat  formil  dan

materil  surat  kuasa  Penggugat,  berupa  kartu  tanda  pengenal  advokat  yang

masih  aktif  dan  berita  acara  sumpah  advokat  dan  isi  surat  kuasa  berupa

pemberian  kuasa  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan  dan

ketertiban  umum,  maka  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  surat  kuasa

Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil  dan materil  sesuai dengan

ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

1994 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

juncto Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2020  Tentang  Bea  Meterai  sehingga  kuasa  hukum  Penggugat  diizinkan

beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian
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Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg

juncto  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

telah  diupayakan oleh  Majelis  Hakim dengan cara  memberikan nasihat  dan

saran kepada Penggugat  untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya

bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  mediasi  sebagaimana  dimaksud  Peraturan

Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat  untuk

melakukan  perceraian  adalah  20  (dua  puluh)  tahun  yang  lalu  ketentraman

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat yang

tidak  terbuka  terhadap  penghasilan  yang  didapat,  Tergugat  tidak  berhenti

minum-minuman  dan  mabuk-mabukan,  Tergugat  tidak  berhenti  pula  main

perempuan,  dan  pada  tahun  2021  Tergugat  diadili  dengan  perkara  pidana

Narkoba  di  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  dengan  Nomor

Perkara.260/Pid.Sus/2021/PN.BGL dengan  putusan  6  (enam)  tahun  dengan

subsaider  3  (tiga)  bulan  kurungan  penjara  dan/atau  denda  sebesar

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juata rupiah) hingga akhirnya Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023;

Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Tergugat

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria

yakni  pertama,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut.  Kedua,
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Tergugat  tidak mengajukan eksepsi  ketidakberwenangan Pengadilan.  Ketiga,

gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  gugatan  Penggugat  tidak

melawan  hak  dan  beralasan  hukum,  dan  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan  (persoon  recht),  maka  sebagaimana  dalam  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami

isteri,  oleh karenanya dengan mengacu pada pasal  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil

gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah  mengajukan  bukti  tertulis  P.1  dan  P.2  serta  2  (dua)  orang  saksi  di

persidangan,  karenanya  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  memberikan

penilaian terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti

(P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang

ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide:

Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  bermaterai  cukup,

sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea, telah dicocokkan dengan aslinya,

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal

1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat

bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  (bindende

bewijskracht) dan sempurna (volledig bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  (P.1)  yang  kekuatan

pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materiil alat bukti

tersebut  relevan  dengan  perkara  a  quo dan  telah  membuktikan  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berdasarkan

ketentuan Pasal  73 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk mengadili

perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah

dan  masih  terikat  dalam  pernikahan  sah  sejak  02  Maret  2003  yang

dilaksanakan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Simpang  Kiri  Kota

Subulussalam Provinsi Aceh, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang dekat

Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk

dijadikan sebagai  saksi  (vide:  Pasal  172 R.Bg.  juncto Pasal  1910 dan 1912

Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  juncto Pasal  22  ayat  (2)  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan),  masing-masing  secara

sendiri-sendiri  telah memberikan keterangan di  hadapan sidang (vide:  Pasal

171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide:  Pasal 175 R.Bg.  juncto Pasal 1911

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),  maka alat  bukti  saksi  tersebut  telah

memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan

dengan bukti  tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta di muka persidangan yaitu :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah

sejak tanggal 02 Maret 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa  sejak  20  (dua  puluh)  tahun  yang  lalu  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat  yang  tidak  terbuka  terhadap  penghasilan  yang  didapat  dan
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Tergugat  kembali  bermasalah  dalam  kasus  narkoba  sehingga  Tergugat

dihukum pidana penjara; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak

Maret 2023;

4. Bahwa  upaya  perdamaian  untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat

telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  sehingga  Majelis  Hakim  memandang  telah  cukup  untuk

mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  salah  satu  dari  unsur

perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi unsur

batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah

tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah

atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal 116

huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam  ditegaskan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi

karena  alasan  antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga”  dalam  pasal  tersebut,  maka  fakta-fakta  dalam
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perkara   a  quo menunjukan  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Tergugat  yang tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapat,  serta  fakta

Tergugat  dipenjara  karena  masalah  narkoba  untuk  kedua  kalinya yang

kemudian  mengakibatkan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  pisah  rumah

sejak  Maret  2023,  meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga

tidaklah  identik  dengan  pertengkaran  mulut,  suatu  rumah  tangga  dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri  sudah  tidak  lagi  selaras,  tidak  saling  percaya  dan  saling  melindungi,

dengan  ditemukannya  fakta  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah

tempat  tinggal  sejak  Maret  2023,  menunjukkan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak

ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari

gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak

berperkara,  sementara  Majelis  Hakim  juga  telah  berupaya  menasihati

Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat

tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal  itu menjadi indikasi yang kuat

bagi Majelis Hakim ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang,

apabila  ikatan  bathin  telah  hilang  maka  hancurlah  salah  satu  sendi  utama

perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur

“terus-menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka

dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

untuk  ditegakkan  kembali,  mempertahankan  rumah tangga  seperti  demikian

hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  diatas Majelis

Hakim berpendapat konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tersebut

tidak  perlu  mencari  siapa  yang  salah  atau  siapa  yang  menjadi  penyebab

terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan

Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal  5 Oktober 1991,  melainkan

Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang

menyebabkan  pisah  tempat  tinggal  tersebut  menjadikan  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat  pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih

sayang,  rasa saling  menghormati  antara  keduanya,  hal  tersebut  merupakan

landasan  utama  dalam  mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia,  sakinah,

mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah

mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah

tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam

membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan

tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  juncto Pasal 3 Kompilasi

Hukum  Islam  dan  dalam  kondisi  tidak  harmonis  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  ikatan perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat  telah pecah

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat

dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali  untuk membina

rumah tangga bersama;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  pendapat  ulama  mazhab  Maliki

dalam kitab  Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII

halaman  527,  selanjutnya  Majelis  Hakim  mengambil  alih  menjadi  pendapat

Majelis Hakim, yang menyebutkan:
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Artinya:  Pemisahan  (suami-istri)  boleh  dilakukan  bilamana  disebabkan
perselisihan  atau  kemudaratan  guna  mencegah  pertikaian,  sehingga
kehidupan  rumah  tangga  (suami-istri)  tersebut  tidak  berubah  menjadi
petaka  dan  bencana,  sesuai  sabda  Rasulullah  saw.:  “Tidak  boleh
berbuat  mudarat  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain”.  Berdasarkan  hal
tersebut,  maka  si  istri  (dapat)  mengajukan  gugatan  kepada  Hakim
(Pengadilan  Agama).  Jika  kemudaratan  dan  kebenaran  (dalil)
gugatannya  tersebut  terbukti,  maka  Hakim  menceraikan  istri  tersebut
dari  suaminya,  dan  jika  si  istri  tidak  mampu  membuktikannya,  maka
gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis

menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149

ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan

perceraian  yang diajukan oleh  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  maksud

ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo.  Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf f  Kompilasi  Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi  Hukum Islam, oleh

karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat  pada petitum angka 1

(satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2

(dua)  dalam  surat  gugatannya,  dan  oleh  karena  perceraian  ini  adalah

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

119  ayat  2  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam talak  yang  dijatuhkan  terhadap

Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Arga Makmur adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;  

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  nomor  3  tentang  penyampaian

Salinan putusan kepada KUA, berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak

perlu dicantumkan dalam amar putusan;
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Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sugra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Arga  Makmur  pada  hari  Senin  tanggal  22  Januari  2024

Masehi  bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh  Fatkul  Mujib,

S.H.I.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Rusdi  Rizki  Lubis,  S.Sy.,S.H.  M.H.  dan

Achmad  Fachrudin,  S.H.I.,  M.S.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  dibacakan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum  dengan  menyampaikan  Salinan  Putusan  kepada  para  pihak  melalui

Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

tersebut dan  Veby Erdita,  S.H., sebagai  Panitera Sidang,  serta  dihadiri  oleh

Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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dto

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

dto

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.
Panitera Sidang,

dto

Veby Erdita, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp  30.000,00

2. Biaya proses Rp  75.000,00

3. Biaya panggilan Rp  60.000,00

4. Biaya PNBP Rp  20.000,00

5. Biaya redaksi Rp  10.000,00

1. Biaya materai                Rp  10.000,00  

Jumlah Rp  205.000,00

(dua ratus lima ribu, rupiah)
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